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MOTO 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 

(QS Al-Insyirah: 5-6) 

“Salah satu pengkerdilan terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang 

cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat 

sebelum lelah.” 

 
(Buya Hamka) 
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Bahwa penegakan hukum di Indonesia saat ini banyak sekali menuai pro dan 

kontra terkhususnya problematika penerapan asas persamaan didepan hukum 

yang belum terlaksana sebagaimana yang menjadi semangat yang telah 

digariksan oleh KUHAP yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dengan 

mengenyampingkan sebgala bentuk perbedaan dan latar belakang yang ada pada 

para terdakwa tindak pidana terkhususnya kepada pejabat Negara dan juga nilai 

nilai yang lahir dari UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “ Semua warga 

Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 

menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” yang 

mana itu merupakan pengakuan hak dan jaminan hak kesamaan semua warga 

Negara dalam hukum dan pemerintahan. Namun dalam praktiknya masih banyak 

contoh kasus yang tidak mencerminkan persamaan didepan hukum terkhususnya 

terhadap seseorang dari latar belakang pejabat negara.Koruptor tersangka dalam 

kasus korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Kabupaten Grobogan tersebut 

dipindahkan status tahanannya dari tahanan rutan menjadi tahanan kota yang 

mana perlakuan tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang telah 

diperbuatnya. Hal ini menjadi ironi tersendiri dalam penegakan hukum di 

Indonesia yang membuat kasus korupsi yang ada di Negara kita ini tidak henti 

hentinya karena implementasi dari penegakan hukumnya yang belum tegas 

ketika berhadapan dengan seseorang yang mempunyai latar belakang pejabat 

Negara. Selain itu peraturan mengenai hak istimewa pejabat negara pada hukum 

acara pidana yang terdapat pada saat pejabat Negara yang sedang mengalami 

proses hukum atas persetujuan tertulis dari Presiden tidak menggambarkan asas 

persamaan didepan hukum yang negara kita terapkan karena adanya perbedaan 

perlakuan antara seorang pejabat negara dengan warga negara lainnya yang tidak 

menjadi pejabat Negara. 

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

implementasi dari asas equality before the law yang terjadi di Indonesia serta 

untuk mengetahui hak istimewa pejabat Negara dalam hukum acara pidana. 

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yaitu penelitian dengan 

memperoleh dan mengumpulkan bahan – bahan hukum dengan cara 

menganalisa bahan – bahan hukum dengan masalah yang akan dibahas. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : 
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1. Penerapan dari asas persamaan didepan hukum yang terjadi di Indonesia 

masih belum maksimal dalam penegakannya terkhusus kepada seorang pejabat 

Negara. Asas proses hukum yang adil (due proses model ) tidak membeda – 

bedakan seseorang terlepas dari mana seseorang tersebut sebagaimana amanat 

dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan” bahwa semua warga Negara 

bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung 

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat 

1 yang menyebutkan bahwa ”Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan 

hukum. 

2. Pejabat Negara mempunyai hak istimewa dalam hukum acara pidana. Hak 

istimewa pejabat Negara di dalam hukum acara pidana terdapat pada saat 

pemberian persetujuan tertulis dari presiden kepada pejabat Negara yang sedang 

mengalami proses hukum. Seperti di UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah pasal 90 yang mengatur tidakan penyelidikan yang dilanjutkan dengan 

penahanan terhadap gubernur dan atau wakil gubernur memerlukan persetujuan 

tertulis dari Presiden dan terhadap bupati dan atau walikota dan atau wakil 

walikota memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri. Dengan adanya hak 

istimewa ini menurut penulis mencederai asas equality before the law yang ada 

di konstruksi hukum Indonesia karena ada perbedaan perlakuan yang didapatkan 

antara seorang pejabat Negara dengan warga Negara yang bukan pejabat 

Negara. 
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ABSTRAK 

 
Muhamad Hafizh Irfan Syahrin.Mei.2023.PROSES PENANGGUHAN 

PENAHANAN PEJABAT NEGARA DALAM PERSPEKTIF ASAS 

PERSAMAAN DIDEPAN HUKUM.Skripsi,Program Sarjana Program Studi 

Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 

halaman.Pembimbing Utama: Dr.Hj. Noor Hafidah, S.H., M.H. dan Pembimbing 

Pendamping : Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi asas persamaan didepan 

hukum pada pejabat Negara dalam perspektif hukum acara pidana dan untuk 

mengetahui hak istimewa pejabat Negara didalam hukum acara pidana. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normative. 

Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kekaburan hukum, 

penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisi ketentuan – ketentuan hukum 

positif yang berlaku untuk bidang hukum acara pidana Indonesia dengan melihat 

dari sisi pengimplememntasi an dari asas persamaan didepan hukum tersebut. 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang – undangan 

( Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual ( Conceptual Approach 

). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melalui 

studi pustaka. 

Menurut hasil penelitian menunjukan bahwa : Pertama, bahwa penerapan dari asas 

persamaan didepan hukum masih belum maksimal karena tidak tegasnya aparat 

penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terkhususnya dengan tersangka 

hingga terpidana yang berasal dari latar belakang pejabat negara sehingga 

penerapan dari asas tersebut hingga saat ini masih belum terjalankan sebagaimana 

yang menjadi semangat yang telah digariskan oleh KUHAP. Kedua, hak istimewa 

pejabat Negara dalam hukum acara pidana terdapat pada pemberian persetujuan 

tertulis dari Presiden kepada pejabat negara yang sedang menjalani proses hukum. 

Terdapatnya persetujuan tertulis dari presiden terhadap pejabat Negara yang sedang 

menjalani proses hukum tersebut mengakibatkan terjadinya kekaburan hukum 

dengan asas yang ada di Indonesia yaitu asas persamaan didepan hukum yang 

dianut oleh Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi 

warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum. 

Kata Kunci (keyword) :Persamaan Didepan Hukum, Pejabat Negara, Hak 

Istimewa 
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